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H. Risiko Kepatuhan 

45. Pengungkapan Kualitatif  Umum 

Maksud dan Tujuan Manajemen Risiko Kepatuhan 

Risiko Kepatuhan adalah risiko yang disebabkan Bank tidak mematuhi dan/ atau tidak 
melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.   

Risiko Kepatuhan dapat bersumber antara lain dari perilaku hukum yakni perilaku/ aktivitas 
Bank yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan dan/ atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan perilaku organisasi, yaitu perilaku/ aktivitas Bank yang 
menyimpang atau bertentangan dari standar yang berlaku secara umum.  

Tujuan Manajemen Risiko Kepatuhan adalah untuk memastikan bahwa proses Manajemen 
Risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari perilaku Bank yang 
menyimpang atau melanggar standar yang berlaku secara umum, ketentuan dan/ atau 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Organisasi Manajemen Risiko Kepatuhan  

BNI memiliki fungsi Manajemen Risiko Kepatuhan yang memadai dengan wewenang dan 
tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing satuan atau unit kerja yang melaksanakan 
fungsi Manajemen Risiko Kepatuhan. 

Struktur Organisasi Manajemen Risiko Kepatuhan dan keterkaitan dengan unit lainnya, dapat 
digambarkan dalam bagan sebagai berikut : 

 

1. Manajemen Risiko Kepatuhan dilakukan oleh Divisi Kepatuhan (KPN), yang berada di 
bawah pengawasan aktif Direktur Human Capital dan Kepatuhan. 

2. Pengelolaan fungsi Manajemen Risiko Kepatuhan di BNI dilakukan oleh Divisi Kepatuhan 
yang independen dari unit lainnya, dan mempunyai tugas dan tanggung jawab,  antara 
lain: 

a. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan 
pada seluruh kegiatan usaha BNI pada setiap jenjang organisasi;  

b. Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terkait dengan 
Manajemen Risiko Kepatuhan;  
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c. Menilai dan mengevaluasi efektifivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, sistem, 
dan prosedur yang dimiliki BNI dengan peraturan perundang-undangan;  

d. Melakukan kaji ulang dan/ atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan 
kebijakan, ketentuan, sistem, maupun prosedur yang dimiliki oleh BNI agar sesuai 
dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;  

e. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan 
prosedur serta kegiatan usaha BNI telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan 
perundang-undangan;  

f. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi kepatuhan. 

 

Strategi Manajemen Risiko dan Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko 

Kepatuhan 

Dalam rangka memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan 

usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan 

ketentuan peraturan perundangan, Divisi Kepatuhan melakukan Compliance Review, yaitu: 

1. Review/uji kepatuhan terhadap rancangan kebijakan dan prosedur baru maupun 
eksisting. 

2. Review/uji kepatuhan atas usulan Perangkat Aplikasi Kredit (PAK). 

3. Review/uji kepatuhan atas usulan Dokumen Pengadaan Barang dan/atau Jasa. 

4. Review/uji kepatuhan atas usulan pembukaan/relokasi jaringan kantor Bank 

5. Memberikan pendapat kepatuhan. 

6. Kajian kepatuhan atas produk/aktivitas baru. 

7. Analisis dampak peraturan eksternal yang baru. 
 

Mekanisme Pemantauan dan Pengendalian Risiko Kepatuhan 

Divisi Kepatuhan sebagai Satuan Kerja Kepatuhan melakukan pemantauan Risiko 
Kepatuhan terhadap kegiatan usaha bank antara lain kepatuhan ketentuan prudential 
banking, tindak lanjut hasil compliance review dan komitmen kepada regulator. 

 
Pengendalian risiko kepatuhan dilakukan dengan melakukan tindakan atau langkah-langkah 

yang bersifat ex-ante (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan 

prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BNI telah sesuai dengan ketentuan 

Otoritas jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) dan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, serta memastikan kepatuhan BNI terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank 

kepada Regulator (dhi. OJK dan BI) dan/ atau otoritas pengawas lain yang berwenang. 

Pengendalian Risiko Kepatuhan tidak hanya dilakukan terhadap unit organisasi yang ada di 
dalam negeri tetapi termasuk juga unit organisasi yang ada di luar negeri, yaitu kepatuhan 
yang memadai terhadap peraturan perundang-undangan di negara kantor cabang BNI 
berada. 

Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern untuk Risiko Kepatuhan secara umum mengacu 
pada Pedoman Perusahaan  Kebijakan Umum Manajemen Risiko (PP KUMR) BNI.  Sistem 
Pengendalian Intern untuk Risiko Kepatuhan dibentuk untuk memastikan tingkat responsif BNI 
terhadap penyimpangan standar yang berlaku secara umum, ketentuan dan/ atau peraturan 
perundang-undangan.  

Dewan Komisaris  wajib melakukan pengawasan aktif terhadap Fungsi Kepatuhan, dengan : 

1. Mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan BNI paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 
(satu) tahun; 

2. Memberikan saran-saran dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi 
Kepatuhan BNI. 

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Dewan Komisaris 
menyampaikan saran-saran dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Fungsi 



Kepatuhan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur Human Capital dan 
Kepatuhan. 

Direktur Human Capital dan Kepatuhan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan 
tanggung jawabnya kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris 
secara periodik paling sedikit secara triwulanan. 

Dalam hal terdapat kebijakan dan/ atau keputusan Direksi yang menurut Direktur Human 
Capital dan Kepatuhan telah menyimpang dari ketentuan dan/ atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku sebagai bagian dari tugas Direktur Human Capital dan Kepatuhan, 
maka Direktur Human Capital dan Kepatuhan wajib menyampaikan laporan khusus kepada 
Otoritas jasa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui adanya penyimpangan 
tersebut. 
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